GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 421 /KPTS/DISKOMINFO/2020

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);




KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan :

-6-

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumsel Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur

Sumatera Selatan Nomor 94/KPTS/KOMINFO/2017 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Agustus 2020

LT_IBERNUR SUMATERA SELAT !,

/4 H. HERMAN DERU

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta

2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua Komisi Informasi Publik Pusat di Jakarta

4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang

5. Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Sumsel di Palembang




